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PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Apn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Ampana yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Hakim  Tunggal  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  7209056010760003,  umur  43  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat

tinggal  di  KABUPATEN  TOJO  UNA-UNA,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK  7209050802690001,  umur  50  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di

KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-

bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal  04  November

2019  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Ampana,  Nomor

248/Pdt.G/2019/PA.Apn, tertanggal 04 November 2019 telah mengajukan cerai

gugat  terhadap  Tergugat  dengan  mengemukakan  alasan/dalil-dalil  sebagai

berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan  pada  hari  Ahad,  Tanggal  19  Agustus  2007  sebagaimana

terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama  KABUPATEN  TOJO  UNA-UNA yang

tercantum  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  369/23/VIII/2007  yang

dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2007;
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2. Bahwa  setelah  menikah  antara  Penggugat  dengan

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TOJO

UNA-UNA selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah tempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat  KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama 3 tahun

sampai berpisah.

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat  telah  hidup rukun sebagaimana layaknya suami  istri  dan telah

dikaruniai 1  (satu)  orang anak  yang  bernama : ANAK PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, perempuan, umur 10 tahun;

4. Bahwa Sejak tanggal 20 Juli  2008 ketentraman rumah

Tangga  penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  lahir  dan

bhatin;

b. Tergugat  tidak  pernah  menerima  saran  atau  masukan

yang baik;                              

c. Tergugat tidak mau berusaha untuk membangun rumah

tangga yang harmonis serta berusaha untuk membangun rumah sendiri;

5. Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut terjadi  pada awal tahun 2011 yang lalu sehingga menyebabkan

Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman  orang  tua  Penggugat

sampai dengan sekarang.

6. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  berupaya  untuk  merukunkan  antara  Penggugat  dengan  tergugat,

namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa  akibat  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

masing-masing  pihak  tidak  melanggar  norma hukum dan  norma agama

maka  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan anta Penggugat dan Tergugat.
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8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya

yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primair:

1.

Mengabulkan  gugatan  Penggugat;

2.

Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila  Pengadilan  Agama  Ampana  berpendapat  lain,  Penggugat

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditentukan  untuk

pemeriksaan  perkara  ini  Penggugat  dan  Tergugat  hadir  menghadap  di

persidangan,  kemudian  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat

dengan  Tergugat  agar  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya

namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan kepada

Penggugat  dan  Tergugat  bahwa  dalam  setiap  perkara  yang  masuk  ke

pengadilan terlebih dahulu harus melalui  proses mediasi,  baik  mediator  dari

Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa  dalam  hal  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menyerahkan

kepada  Hakim untuk  memilih  mediatornya  dari  Pengadilan  Agama Ampana,

maka  berdasarkan  penetapan  tertanggal  12  November  2019,  Hakim  telah

menunjuk  Zuhairah  Zunnurain,  S.H.I.,  M.H., sebagai  mediatornya  dan

memerintahkan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  melakukan  mediasi

dengan mediator yang bersangkutan;
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Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal  13 November 2019,

bahwa  mediasi  yang  dilakukan  tidak  berhasil,  dan  Hakim  melanjutkan

pemeriksaan  perkara  ini  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat

tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat  tersebut  di  atas  Tergugat  telah

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa  pada  posita  nomor  dua,  bahwa  yang  benar  setelah  menikah

Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 4 (empat) bulan; 

2. Bahwa pada posita nomor empat,  tentang penyebab perselisihan dan

pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat,

yang benar Tergugat sering memberikan nafkah lahir meskipun hanya

sedikit jumlahnya dari hasil kerja di sawah;

2.2. Bahwa  benar  pernah  Penggugat  memberikan  nasehat  kepada

Tergugat  akan  tetapi  kadang  Tergugat  menerimanya  kadang  juga

Tergugat menolaknya;

2.3. Bahwa tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat,

Tergugat sudah membangun rumah milik bersama kemudian setelah

jadi rumah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah

orang  tua  Penggugat  dan  Tergugat  saat  itu  juga  tinggal  sendiri

selanjutnya Tergugat terpaksa membongkar rumah milik bersama dan

kembali ke rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa  pada  posita  nomor  lima,  memang  benar  Tergugat  pergi

meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat tetapi hal itu dilakukan

oleh Tergugat karena ingin hidup mandiri;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat  tersebut  di  atas  Penggugat  telah

memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor dua, Penggugat menyatakan tetap

pada  dalil  gugatan  semula,  yang  4  (empat)  bulan  tersebut  tempat

tinggalnya pindah-pindah kadang tinggal  di  rumah orang tua  Penggugat

kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
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2. Bahwa  jawaban  Tergugat  pada  nomor  4,  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran sebagai berikut:

2.1. Bahwa  benar  Tergugat  sering  memberikan  nafkah  namun  tidak

mencukupi;

2.2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan semula;

2.3. Bahwa  pada  tahun  2008  Tergugat  telah  membangun  rumah  milik

bersama namun kemudian rumah tersebut sudah roboh; 

Bahwa  terhadap  replik  Penggugat  tersebut  di  atas  Tergugat  telah

memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa  replik  Penggugat  pada  nomor  4,  tentang  perselisihan  dan

pertengkaran sebagai berikut:

1.1. Bahwa  benar  sebagaimana  yang  didalilkan  oleh  Penggugat  dan

Tergugat mengakuinya;

1.2. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

1.3. Bahwa rumah yang dibangun pada tahun 2008 adalah rumah yang

kedua dan sudah roboh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil  dalam surat  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa: 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  Nomor

7209056010760003  tertanggal  26 September 2012  yang dikeluarkan oleh

pemerintah  Kabupaten  Tojo  Una-una,  bermeterai  cukup  dan  telah

dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian

diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor

369/23/VIII/2007 tertanggal  21 Agustus 2007,  yang diterbitkan oleh PPN

Kantor  Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA-UNA,  bermeterai  cukup

dan telah dicap oleh kantor  pos, setelah diteliti  dan dicocokkan ternyata

sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

Bahwa  selain  alat  bukti  tertulis  sebagaimana  tersebut  di  atas

Penggugat  juga di  persidangan telah menghadirkan alat  bukti  berupa saksi-

saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Penggugat:
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SAKSI  PERTAMA,  umur  64 tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN

TOJO UNA-UNA;

Atas  pertanyaan  Hakim  mengaku  sebagai  ibu  kandung  Penggugat,

saksi  tersebut  telah  memberikan keterangan di  bawah sumpahnya  di  muka

persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  menikah

pada tanggal 19 Agustus 2007;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah  orang  tua  Tergugat  di  KABUPATEN  TOJO  UNA-UNA selama

kurang lebih 1 tahun dan terakhir  tinggal  bersama di  rumah orang tua

Penggugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 3 tahun

sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  baik-baik  saja,  namun  kemudian  sudah  tidak  harmonis  lagi

karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

tidak cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak mau menerima saran-saran

yang baik dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2011

yang lalu,  yang pergi  meninggalkan tempat  kediaman bersama adalah

Tergugat;

- Bahwa  sejak  berpisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;

- Bahwa  keluarga  telah  cukup  menasihati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  namun  usaha

tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
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Saksi Kedua Penggugat:

SAKSI  KEDUA,  umur  57  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Petani/Pekebun,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  TOJO

UNA-UNA;

Atas  pertanyaan  Hakim  mengaku  sebagai  paman Penggugat,  saksi

tersebut  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  di  muka

persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  menikah

pada tanggal 19 Agustus 2007;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah  orang  tua  Tergugat  di  KABUPATEN  TOJO  UNA-UNA selama

kurang lebih 1 tahun dan terakhir  tinggal  bersama di  rumah orang tua

Penggugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 3 tahun

sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  baik-baik  saja,  namun  kemudian  sudah  tidak  harmonis  lagi

karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

tidak cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak mau menerima saran-saran

yang baik dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2011

yang lalu,  yang pergi  meninggalkan tempat  kediaman bersama adalah

Tergugat;

- Bahwa  sejak  berpisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
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- Bahwa  keluarga  telah  cukup  menasihati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  namun  usaha

tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat, Tergugat di persidangan telah

diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  semua  dalil-dalil  bantahannya  akan

tetapi  Tergugat  tidak hadir  lagi  dan tidak menghadirkan alat  bukti  baik bukti

surat atau bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada  pokoknya  tetap  mempertahankan  gugatannya,  dan  menyatakan  tidak

akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  cukuplah  Hakim

menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  perkara,  yang  dijadikan  dasar

pertimbangan  dalam  membuat  putusan  dan  menjadi  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas

menunjukan  bahwa pokok perkara  ini  adalah tentang  sengketa  perkawinan,

maka sesuai  dengan ketentuan Pasal  49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  perkara  ini  merupakan

kewenangan absolut Pengadilan Agama;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  identitas  Penggugat  dalam

gugatannya  Penggugat  menyatakan  berdomisili  di  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan Agama Ampana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  oleh  karenanya

gugatan a quo adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana

untuk  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  gugatan

Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

ayat  (1  dan  2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Hakim  telah

berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi

tertanggal 13 November 2019 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat

tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat  dan

penjelasannya  di  depan  persidangan,  pada  pokoknya  alasan  gugatan

Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  adalah  karena  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran  yang  terus-menerus dalam rumah tangganya

sehingga  sulit  untuk  dirukunkan  lagi,  alasan  tersebut  telah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia,  karenanya secara

formal gugatan  Penggugat  patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih

lanjut; 
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa

yang  dijadikan  alasan  gugatan  Penggugat  adalah  bahwa  kehidupan  rumah

tangga Penggugat  dengan Tergugat  mulai  goyah,  sering  terjadi  perselisihan

dan  pertengkaran  terus-menerus  dalam  rumah  tangga  yang  sulit  untuk

dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah lahir  dan bhatin dan juga Tergugat  tidak pernah

menerima saran atau masukan yang baik serta Tergugat tidak mau berusaha

untuk  membangun  rumah  tangga  yang  harmonis  serta  berusaha  untuk

membangun rumah sendiri,  dan puncaknya terjadi  sekitar  awal  tahun 2011,

yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat,  sampai  sekarang

sudah  tidak  ada  hubungan  seperti  layaknya  suami  isteri.  Berdasarkan  hal

tersebut  Penggugat  menyatakan  sudah  tidak  sanggup  lagi  membina  rumah

tangga  dengan  baik  bersama  Tergugat  dan  ingin  mengakhiri  hubungannya

bersama  Tergugat  dengan  perceraian,  meskipun  pihak  keluarga  telah

mendamaikan namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui  sebagian

dan membantah sebagian dalil-dalil  gugatan Penggugat  yang lain.  Jawaban

tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya secara

lisan. Adapun dalil-dalil yang diakui Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui

secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula. Adapun dalil yang

diakui oleh Tergugat secara murni adalah:

- Bahwa  benar antara Penggugat  dan  Tergugat telah terikat perkawinan

yang sah dan menikah pada tanggal 19 Agustus 2007;

- Bahwa  benar  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui

oleh Tergugat secara berklausula adalah:

- Bahwa benar pernah Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat

akan  tetapi  kadang  Tergugat  menerimanya  kadang  juga  Tergugat

menolaknya;
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- Bahwa tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yang

benar  Tergugat  sering  memberikan  nafkah  lahir  meskipun  hanya  sedikit

jumlahnya dari hasil kerja di sawah;

- Bahwa  pada  posita  nomor  lima,  memang  benar  Tergugat  pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  orang  tua  Penggugat  tetapi  hal  itu

dilakukan oleh Tergugat karena ingin hidup mandiri;

Menimbang,  bahwa  adapun  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  yang

dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa  posita  nomor  dua  tidak  benar,  bahwa  yang  benar  setelah

menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 4 (empat)

bulan;

- Bahwa  tidak  benar  sebagaimana  yang  didalilkan  oleh  Penggugat,

Tergugat sudah membangun rumah milik bersama kemudian setelah jadi

rumah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang

tua  Penggugat  dan  Tergugat  saat  itu  juga  tinggal  sendiri  selanjutnya

Tergugat  terpaksa  membongkar  rumah  milik  bersama  dan  kembali  ke

rumah orang tua Tergugat;

-
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah

diakui  secara  murni  oleh  Tergugat,  Hakim menilai  pengakuan tersebut  telah

memenuhi persyaratan formil  dan materil  sebagai sebuah pengakuan sesuai

dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1926 KUHPerdata yang memiliki

kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-

dalil  gugatan  Penggugat  yang  telah  diakui  oleh  Tergugat  secara  sempurna

tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang

tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang

sakral  dan  tidak  boleh  terjadi  atas  dasar  kesepakatan  kedua  belah  pihak,

sementara  menurut  ketentuan  Pasal  70  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,

menjelaskan  bahwa  Pengadilan  dapat  mengabulkan  gugatan  Penggugat

setelah  cukup  jelas  hal-hal  yang  menyebabkan  perselisihan  itu  terjadi  dan

karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran

tersebut,  apakah  yang  menjadi  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus

menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah

jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat  dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui

secara  berklausul,  sesuai  dengan ketentuan Pasal  313 RBg.,  maka  Majelis

Hakim berpendapat  tetap  wajib  dibuktikan untuk  mengetahui  kebenarannya,

demikian  pula  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  yang  dibantah  oleh

Tergugat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  283  RBg,  wajib  dibuktikan

kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian baik

terhadap dalil-dalil  gugatan Penggugat maupun dallil-dalil  yang diakui secara

berklausula  serta  yang  dibantah  oleh  Tergugat  tersebut  dibebankan  kepada

kedua  belah  pihak  berperkara  secara  proporsional,  Penggugat  wajib

membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi, namun

pada tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis

maupun bukti  saksi  meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Hakim menyatakan

Tergugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil-dalil  bantahannya,  dan  selanjutnya

semua dalil-dalil bantahan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  mengajukan alat  bukti  tertulis  serta  dua orang saksi,  yang

masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;                  

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1)

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang

bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga

dinilai  telah  memenuhi  persyaratan  formil,  adapun  secara  materil  isinya

menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat

gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu

alat  bukti  tertulis  (P.1) dinilai  telah memenuhi  persyaratan formil  dan materil

serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai

Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta

nikah  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  fotokopi  akta  otentik  yang

bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja

dibuat  sebagai  alat  bukti  dan  isinya  relevan  dengan  gugatan  Penggugat

sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki

kekuatan  mengikat  dan  sempurna  (volledig  en  bijdende),  sesuai  Pasal  285

RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam

perkara ini (legitima standi in judicio);
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Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya mendalilkan

antara  Penggugat dan Tergugat  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

maka  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau

orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  alasan-alasan  tentang

perselisihan  dan  pertengkarannya,  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti

berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  dua  orang  saksi

Penggugat  masing-masing  bernama  SAKSI  PERTAMA dan  SAKSI  KEDUA,

ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang

saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat  tinggal  sejak  awal  tahun  2011  dan  Tergugat  meninggalkan  rumah

kediaman bersama yang  disebabkan  oleh  percekcokan  yang  terus-menerus

yang  sebabnya  karena  Tergugat  tidak  cukup  memberikan  nafkah  untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak

mau  menerima  saran-saran  yang  baik  dari  Penggugat.   Berdasarkan  hal

tersebut  Penggugat  menyatakan  sudah  tidak  sanggup  lagi  membina  rumah

tangga  dengan  baik  bersama  Tergugat,  dan  ingin  mengakhiri  hubungannya

bersama  Tergugat  dengan  perceraian,  meskipun  pihak  keluarga  telah

mendamaikan  namun  tidak  berhasil,  Penggugat  sudah  tidak  ingin

mempertahankan pernikahannya;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Penggugat  telah  hadir  sendiri  ke

persidangan,  secara  hukum  tidak  terhalang  untuk  didengar  keterangannya

sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-

orang  dekat  dengan  Penggugat  dimana  saksi  pertama  adalah  ibu  kandung

Penggugat dan saksi kedua adalah paman Penggugat, sesuai ketentuan Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi

syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  kedua  saksi

Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri,

keterangan  kedua  saksi  saling  menguatkan  dan  sebagian  besar  relevan

dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  dan  telah  memenuhi  batas  minimal

kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat

materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil

dan  materil,  maka  Hakim  menyatakan  bahwa  keterangan  kedua  saksi

Penggugat  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dan

penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan

dua  orang  saksi  Penggugat  serta  jawaban  Tergugat  di  persidangan,  Hakim

menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah

pada tanggal  19 Agustus 2007  dan masih terikat  dalam perkawinan

yang sah;

b. Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Tergugat tidak

cukup  memberikan  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari

dalam rumah tangga  dan  juga  Tergugat  tidak  mau menerima saran-

saran yang baik dari Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran

ditandai dengan perpisahan keduanya sejak awal tahun 2011 sampai

sekarang karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;

d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan

Tergugat  tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;

e.  Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali  menasihati  Penggugat dan

Tergugat  agar  tetap  mempertahankan  ikatan  perkawinannya,  namun

tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai;
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Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f)  PP No. 9 Tahun 1975

jo.  dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami

isteri” dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas

bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19

Agustus 2007  telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat

dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di

atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  antara  lain

karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak mau menerima saran-

saran  yang  baik  dari  Penggugat,  perselisihan  tersebut  semakin  memuncak

yang akibatnya antara Penggugat  dengan Tergugat  pisah rumah sejak awal

tahun  2011,  yang  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Tergugat,  meskipun  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan,  namun

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  perselisihan  dalam  rumah

tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri  sudah  tidak  lagi  selaras,  tidak  saling  percaya  dan  saling  melindungi,

dengan  ditemukannya  fakta  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah

rumah sejak awal tahun 2011, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak

ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari

gejala perselisihan dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat

dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dalam  rumah  tangga  dan  pihak

keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara

Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun

Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan

menyesal  sedikitpun  meskipun  Tergugat  keberatan  untuk  bercerai,  hal  itu

menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat

dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah

salah  satu  sendi  utama  perkawinan,  maka  Hakim  dapat  menarik  suatu

kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga”  telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka

dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

untuk  ditegakkan  kembali,  mempertahankan  rumah tangga  seperti  demikian

hanyalah  sia-sia  belaka  karena  tidak  mungkin  akan  terwujud  tujuan  rumah

tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim

berperndapat bahwa konflik rumah tanggga Penggugat dan Tergugat tersebut

tidak  perlu  mencari  siapa  yang  salah  atau  siapa  yang  menjadi  penyebab

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  sesusai  dengan  yurisprudensi

(putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal  05 Oktober  1991,

melainkan  Hakim  melihat  bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran

yang  menyebabkan  pisah  tempat  tinggal  tersebut  menjadikan  perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta

kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut

merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia,

sakinah,  mawaddah  dan  rohmah,  karenanya  tanpa  landasan  mendasar

tersebut  tidaklah mungkin antara keduanya dapat  menciptakan kebahagiaan

hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

                                                                             Hlm. 17 dari 20 Put. No.  248/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang

Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan  rohmah dan  jika

Penggugat  dan Tergugat  selaku pasangan suami  isteri  telah ternyata sudah

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara

tidak  lagi  lebih  jauh  melanggar  norma  agama  dan  norma  hukum  maka

perceraian  dapat  dijadikan  alternatif  terakhir  untuk  menyelesaikan  sengketa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang

terdapat dalam Kitab  Risalah Assyiqoq  halaman 22 yang diambil oleh Hakim

sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

Artinya:“Dan  jika  memuncak  kebencian  para  isteri  terhadap  suaminya,

hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Hakim  dapat  menarik  kesimpulan,  alasan  yang  diajukan  oleh

Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975,  jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan

lagi telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi

Hukum  Islam  maka  gugatan  Penggugat  telah  dapat  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh

Muhammad Husni, Lc.,  sebagai  Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim

Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh Suwandi  B.  Rauntu,  S.HI., sebagai  Panitera Pengganti  dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat;    

       Hakim Tunggal

Ttd.

 Muhammad Husni, Lc.    

                                                                               

   Panitera Pengganti

Ttd.

  Suwandi B. Rauntu, S.HI.

                Ampana , ……………….
Untuk salinan sesuai 

dengan aslinya
Pengadilan Agama Ampana

Panitera,

                                                                             Hlm. 19 dari 20 Put. No.  248/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:
-  Pendaftaran     : Rp 30.000,-
-  Proses     : Rp 50.000,-
-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
-  Panggilan     : Rp 480.000,-
-  Redaksi     : Rp 10.000,-
-  Meterai     : Rp            6.000,-  
Jumlah     : Rp 596.000,-
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Catatan:
Salinan putusan ini diberikan kepada  Penggugat/ Tergugat atas permintaan 
sendiri pada tanggal .................................  dan telah/belum mempunyai 
kekuatan hukum tetap.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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